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ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Local Own Revenue,
Balancing Funds, and Excess Budget Financing on Capital Expenditures in
Districts and Cities in Central Java. The population of this study is the 2017-2020
budget realization report in districts and cities in Central Java. Based on
purposive sampling, 140 data of districts and cities in Central Java were
generated. The analysis technique used in this research is multiple linear
regression analysis using IBM SPSS 22. Original Local Revenue, Balancing
Funds (General Allocation Funds, Profit Sharing Funds) have a significant
positive effect on Capital Expenditure, while Balancing Funds (Special Allocation
Funds) and Extra Remaining Budget Financing has a negative effect on capital

expenditure.

Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH, SILPA, Capital Expenditure
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji tentang pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap
Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.Populasi penelitian ini
yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2017-2020 pada Kabupaten dan Kota di
Jawa Tengah. Berdasarkan Purposive sampling dihasilkan 140 data Kabupaten
dan Kota di Jawa Tengah .Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 22. Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil)
berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana
Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

berpengaruh negativeterhadap Belanja Modal.

Kata kunci : PAD, DAU, DAK, DBH, SILPA, Belanja Modal
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INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap
Belanja Modal. Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan
untuk menambah asset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan
manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Berdasrkan kajian teori yang
mendalam dan krisis, terdapat 5 hipotesis sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, 2) Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, 3) Dana Alokasi Khusus
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh
positif terhadap Belanja Modal, 5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh
positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
bersumber dari DJPK, dalam rentan waktu laporan realisasi anggaran tahun 2017-
2020. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling. Menggunakan 35 data yang digunakan Dalam pengujian ini

menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 22
dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan
Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif

signifikan terhadap Belanja Modal.
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1.1

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan (Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004, 2017)
tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah
(Pemda) merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD sejalan dengan pengertian otonomi. Hal ini disinggung
dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan dengan melaksanakan pembangunan sesuai
dengan keinginan dan kepentingan masyarakat serta dengan menciptakan
daerah yang sesuai dengan persyaratan dan prioritas peraturan perundang-
undangan, yang merupakan hak, tugas, dan wewenang pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Publik. Salah satu
contohnya adalah kekuasaan pemerintah daerah untuk menjalankan
urusannya sendiri.

Menurut, (Prihastanti & RAHMAT, 2020) belanja modal merupakan
Pembelanjaaan uang untuk sesuatu yang akan bertahan lebih dari satu tahun
dan akan digunakan untuk keperluan pemerintah, Anda akan menyebutnya

sebagai belanja modal. Tanah, mesin, bangunan, jalan, sistem irigasi,



jaringan, dan jenis aset tetap lainnya adalah contoh aset fisik yang tidak
dapat dipindahkan.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah
daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang juga
merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan
pelayanan kepada publik (N. Sari et al., 2018). Faktor yang mempengaruhi
Penyusunan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah, idealnya
menggunakan sistem kebijakan investasi publik, yang didasarkan pada
kewajaran ekonomi, efisien dan efektif (value for money). Anggaran
Belanja Modal berguna untuk pengadaan atau pembelian aset tetap yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Kemudian aset tersebut
dapat digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat baik secara
ekonomis, sosial dan atau manfaat lain yang dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu,
perencanaan anggaran daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Belanja modal dapat dijadikan barometer untuk menilai Kinerja
keuangan pemda yang diproyeksikan melalui laporan anggaran dan
realisasinya. Berikut merupakan data anggaran dan realisasi belanja modal

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 — 2020.

Tabel 1.1
Realisasi Pengeluaran (Belanja) Pemerintah Daerah Menurut Jenis

Pengeluaran di JAWA TENGAH Tahun 2017-2020.

TAHUN ANGGARAN REALISASI %
2017 15.553,63 M 16.075,27 M | 103.35




2018 15.561,94 M 15.532,09 M | 99.81
2019 15.421,45 M 15.513,38 M | 100.60
2020 15.624,36 M 9.91482M | 63.46

Sumber: DJPK Daerah Jawa Tengah

Seperti terlinat pada tabel di atas, belanja modal rata-rata naik
103,35% pada tahun 2017 dan sedikit menurun pada tahun 2020.
Antarnews.com, 2019 (Selasa, 11/7/2019) melaporkan bahwa belanja APBN
Semester | Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah adalah 60% dari tujuan untuk
semester pertama. Pelaksanaan APBN di Jawa Tengah terkendala oleh
kurangnya perencanaan, kesulitan teknis, dan kendala keuangan, menurut
Sulaimansyah, direktur daerah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah. Beberapa unsur, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Sisa Pembiayaan Lebih Anggaran, berdampak pada naik
turunnya proporsi realisasi belanja (SILPA).

Usaha yang berada di suatu daerah menghasilkan pendapatan asli
daerah, (Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004, 2017), Usaha yang
berada di suatu daerah menghasilkan pendapatan asli daerah, sesuai dengan
(UU No. 33 Tahun 2004, 2017). Uang ini dikumpulkan sesuai dengan
peraturan dan peraturan setempat dan lainnya yang berlaku. PAD di
Indonesia dihasilkan melalui sistem pajak daerah, retribusi daerah,
pengelolaan kekayaan segregated, dan aliran pendapatan daerah lainnya.
PAD mungkin juga berasal dari sumber pendapatan lokal lainnya. Sejauh
mana otonomi daerah telah diperluas dapat diukur dengan membandingkan

PAD dengan keseluruhan pendapatan APBD yang dikumpulkan pada setiap



periode. Jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi dan mampu
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan belanja daerah,
maka dapat diklaim bahwa tergolong sebagai daerah yang bagus dan maju
dalam sektor ekonomi. Hal ini diharapkan untuk masa yang akan datang
agar menimbulkan kemandirian pemda dalam melakukan pelayanan publik
dan pembangunan daerah dengan meminimalisasi tingkat ketergantungan
terhadap transfer dana pusat. Kemampuan keuangan dan kemandirian
daerah antara satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga dapat
mengakibatkan timbulnya ketimpangan fiskal.

Hasil penelitian (I. A. C. Y. Sari & Supadmi, 2016) menyatakan
bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, Penelitian
sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah (Adiputra et al.,
2015). Namun hasil ujinya menunjukkan yang sebaliknya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) justru tidak memiliki pengaruh yang signifiikan terhadap
Belanja Modal.

Faktor kedua yang mempengaruhi belanja modal adalah Dana
perimbangan, Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang
bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sebagian dari pendapatan APBN-nya berasal dari dana yang
disalurkan ke daerah berdasarkan angka persentase untuk mendukung
kebutuhan daerah selama pelaksanaannya. dari desentralisasi. struktur
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). DBH

pajak dan DBH bukan pajak adalah dua jenis DBH yang didistribusikan



oleh pemerintah federal kepada pemerintah negara bagian dan kota (SDA).
Pemerintah daerah mengandalkan DBH untuk menggalang dana bagi
pembangunan daerah dan membayar belanja daerah yang tidak ditanggung
oleh PAD, kecuali DAU dan DAK. Hasilnya, DBH menciptakan kas lokal
yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Gugus & Wandira
(2013).

Hasil Penelitian (N. Sari et al., 2018) tentang pengaruh dana bagi
hasil terhadap belanja kota dan kabupaten di Indonesia, DBH ternyata
berdampak negatif terhadap belanja modal. Dalam studi Gugus dan Wandira
(2013), mereka menemukan bahwa DBH memiliki pengaruh yang
menguntungkan pada alokasi belanja modal, yang konsisten dengan temuan
mereka.

Dalam rangka desentralisasi, DAU adalah dana yang bersumber dari
penerimaan APBN dan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia sesuai
dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. . Dana Alokasi Umum harus menerima paling sedikit 26% dari total
penerimaan dalam negeri (DAU) bersih APBN. Besarnya DAU yang harus
dibagikan ke masing-masing daerah didasarkan pada kesenjangan fiskal,
yaitu selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal
capacity). Upah pejabat publik setempat digunakan untuk menghitung
alokasi awal. Untuk celah fiskal setiap daerah, ada juga celah fiskal yang

prospektif (kapasitas fiskal). Karena tuntutan fiskal yang cukup besar,



daerah dengan prospek fiskal yang lemah akan mendapatkan alokasi DAU
yang jauh lebih besar daripada yang lain. Di wilayah ini, Anda akan
membutuhkan banyak uang. Sebaliknya, alokasi DAU untuk lokasi dengan
potensi fiskal yang relatif kuat tetapi permintaan fiskal yang rendah akan
sangat terkendala. Pemerintah pusat juga akan memberikan Dana Alokasi
Khusus kepada pemerintah daerah selain DAU yang sekarang mereka
dapatkan (DAK).

Berdasarkan penelitian (Permana & Rahardjo, 2013) menemukan
bahwa DAU memiliki dampak yang menguntungkan bagi investasi,
menurut temuan mereka. Studi ini (Seraludin, 2012) , menunjukkan
hubungan antara DAU dan belanja modal, yang saya setujui. Penelitian
menunjukkan, di sisi lain, bahwa DAU berdampak buruk pada belanja
modal (N. Sari et al., 2018).

Dana DAK merupakan jenis terakhir dari dana perimbangan (Dana
Alokasi Khusus) (Gugus & Wandira(2013) APBN merupakan sumber DAK
yang disalurkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai
prakarsa tertentu yang menjadi masalah daerah maupun prioritas nasional.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, DAK diberikan untuk membantu
daerah memenuhi kewajiban keuangan untuk membangun infrastruktur dan
menyediakan layanan penting bagi masyarakat. Hal ini juga mendorong
pertumbuhan daerah yang lebih cepat untuk memenuhi tujuan nasional.
Besarnya dana pendamping yang harus dimasukkan dalam APBD minimal

agar daerah dapat memenuhi komitmennya untuk mensponsori kegiatan



fisik sangat tergantung pada nilai DAK yang diperoleh daerah (APBD).
DAK tidak dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran administrasi
umum, biaya yang terlibat dalam perencanaan proyek fisik, biaya yang
berkaitan dengan pelatihan dan penelitian, biaya yang berkaitan dengan
perjalanan pegawai daerah, atau biaya lain yang setara dengan biaya
tersebut.

Penggunaan DAK tidak berdampak pada belanja modal menurut
temuan (Permana & Rahardjo, 2013). Menurut (Adiputra et al., 2015) pada
tahun 2015, alokasi anggaran DAK untuk belanja modal berdampak positif
terhadap IPM pada tahun tersebut. Penelitian (Gugus & Wandira(2013)
membuktikan bahwa DAK meningkatkan jumlah uang yang diinvestasikan.
Kelebihan Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya kemudian
dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu inisiatif yang
bermanfaat bagi masyarakat.

Kesenjangan antara realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran
untuk periode anggaran tertentu disebut sebagai “sisa dana” sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (SiLPA). Masalah
ini berdampak langsung pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja
modal. Menurut (Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004, 2017) adalah
yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah sumber keuangan
daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, yang meliputi antara
lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan. pendapatan daerah lainnya yang sah. Uang untuk proyek ini
berasal dari daerah yang bersangkutan. Untuk menghitung SiLPA, Anda
perlu mengurangi penerimaan dan pengeluaran aktual, serta pembiayaan
APBD/APBN, selama periode pelaporan. Kemampuan pemerintah untuk
mengelola keuangannya secara efisien juga dapat diukur dengan melihat
SiLPA. Karena SiLPA berkembang ketika terjadi surplus APBD dan
pembiayaan bersih positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari
pada komponen pengeluaran pembiayaan, digunakan sebagai indikator
efisiensi dalam (Balai Litbang NTT, 2008) dalam Ida Mentayani dan
Rusmanto (2013).

(N. Sari et al., 2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Perhitungan Sisa Anggaran (SiLPA) keduanya memiliki
pengaruh yang menguntungkan terhadap realisasi belanja modal di daerah.
Meski secara statistik tidak signifikan, Dana Alokasi Khusus (DAK)
membantu mendongkrak realisasi belanja modal. Hal tersebut berdampak
baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ketika belanja modal
direalisasikan (Seraludin, 2012) .

(N. Sari et al, 2018) melakukan penelitian pemanfaatan
pendapatan daerah, dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum,
dana bagi hasil, dan dana bagi hasil. Investasi dalam proyek modal
dipengaruhi oleh perubahan pendapatan kota serta alokasi dana umum dan
bagi hasil. Belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum, seperti

ditegaskan Yuliantoni & Arza (2021). Menurut data ini, temuan penelitian



ini bertahan N. Sari et al., (2018) melakukan serangkaian investigasi yang
tidak menguatkan temuan penelitian ini. Pengeluaran modal tidak ada
hubungannya dengan pendanaan multiguna, menurut penelitian.

Penelitian oleh Furgani (2015) dilanjutkan dan direplikasi dalam
penelitian ini, Furgani (2015) Dari segi variabel penelitian, penelitian ini
memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terletak pada variabel
penelitian. Menurut Susanti & Fahlevi (2016) Dana Alokasi Umum yang
merupakan variabel baru dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang
cukup besar terhadap belanja modal. Studi Pembiayaan Anggaran (Silpa).
N. Sari et al., (2018) menunjukkan bahwa kesimpulan dari studi SiLPA
memiliki pengaruh, yang tercermin dalam analisis ini.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil ditambahkan
sebagai dana perimbangan dalam analisis ini, yang membedakannya dari
studi-studi sebelumnya (DBH). Tidak ada perbedaan demografi atau ukuran
sampel antara survei ini dengan survei pemerintah kabupaten dan kota
Provinsi Jawa Tengah 2016.

Berasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penelitian
ini berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada

Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017- 2020).”



1.2 Rumusan Masalah

1.3

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbanagan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Terhadap Belanja Modal. Sehingga dalam penelitian ini  rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal?

. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?

. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja

Modal?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1.

Untuk menguji dan menganalis pengaruh Pendapatan Asli Daerah

terhadap Belanja Modal.

. Untuk menguji dan menganalis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap

Belanja Modal.

. Untuk menguji dan menganalis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap

Belanja Modal.
Untuk menguji dan menganalis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap

Belanja Modal.
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5. Untuk menguji dan menganalis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat penelitian

e Bagi penulis
Mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah
dan meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis sebagai
referensi untuk penelitian berikutnya.

e Bagi akademis
Mendapat referensi sebagai perbandingan yang akan datang untuk
pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

e Bagi pemerintah
Diharapkan dapat memberikan masukan atau kebijakan terhadap
pemerintah supaya meningkatkan pengalokasian belanja modal secara

optimal.
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2.1

12

BAB 2

LANDASAN TEORI

Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagengan (Agency Teory)

Teori agensi adalah Perjanjian atau kontrak antara pihak yang
memungkinkan prinsip untuk mendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada agen (1976). Ada kemungkinan agen akan berhenti
beroperasi demi kepentingan terbaik prinsipal jika kepentingan agen tidak
selalu sejalan dengan prinsipal. Konsep keagenan atau keagenan yang
sebenarnya Hubungan antara kedua belah pihak, menurut Adyatma dan
Oktaviani (2015), dapat diibaratkan sebagai suatu perjanjian yang memiliki
prinsipal dan agen. Di sisi lain, sudut pandang ini tidak dapat didamaikan
dengan perspektif Praza (2016), yang menyatakan bahwa prinsip dan agen

dianggap egois.

Menurut Bangun (2009), teori keagenan adalah cabang dari teori
permainan yang menggunakan model kontraktual untuk memberi insentif
kepada agen untuk beroperasi demi kepentingan terbaik prinsipal bahkan
ketika kepentingan tersebut mungkin berbenturan. Kontrak kerja yang
disepakati bersama oleh para pihak mengatur wewenang dan tugas prinsipal
atau agen. Dalam pengaturan ini, prinsipal memberi agen kekuatan untuk

membuat keputusan. Pada kenyataannya, karena prinsipal dan agen



memiliki tujuan yang berbeda, yang pada gilirannya menyebabkan
ketimpangan pengetahuan, otoritas yang diberikan prinsipal kepada agen
biasanya menimbulkan masalah. Untuk memaksimalkan utilitas mereka,
agen mungkin berperilaku sesuai dengan preferensi dan minat mereka ketika
mereka memiliki akses ke informasi lebih lanjut, klaim Bangun (2009). Ini
akan menjadi tantangan bagi kepala sekolah untuk secara efektif mengontrol
tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena mereka tidak memiliki
pengetahuan, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk melakukannya. Teori
ekonomi, pengambilan keputusan, sosiologis, dan organisasi semuanya
berakar pada teori agensi, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
prinsipal dan agen berinteraksi. Teori keagenan adalah studi tentang
kesepakatan antara dua pihak atau lebih, apakah mereka individu, tim, atau
organisasi. Prinsipal harus terlebih dahulu membuat kontrak dengan agen,
yang mungkin atau mungkin tidak eksplisit, agar agen dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan instruksi prinsipal. Proses pembuatan kebijakan
baru melibatkan gambaran hubungan keagenan antara eksekutif yang
berfungsi sebagai agen dan legislatif yang bertindak sebagai prinsipal. Hal
ini karena telah ditetapkan di masa lalu bahwa selalu ada potensi masalah
keagenan antara prinsipal dan agen. Sengketa keagenan juga dapat
digunakan untuk menggambarkan konflik yang muncul antara cabang
legislatif dan eksekutif. Setelah proposal yang berkaitan dengan pembuatan
kebijakan disetujui atau ditolak, masalah antara prinsipal yang memiliki

wewenang untuk mengambil tindakan, seperti legislatif yang
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mendelegasikan wewenang, dan agen, seperti pemerintah atau komite di

legislatif, yang ditugaskan untuk menetapkan kebijakan baru terselesaikan.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja anggaran yang digunakan untuk
membeli atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas modal minimum untuk
aset tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK. 06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Pengeluaran anggaran
untuk akuisisi aset jangka panjang, seperti aset tetap dan aset lain yang
memberikan manfaat selama beberapa periode akuntansi, adalah apa yang
Halim (2004) definisikan sebagai "pengeluaran modal.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), “Beban modal
adalah pengeluaran yang keuntungannya sering berlangsung lebih dari satu
tahun anggaran. Selain itu, biaya tersebut akan masuk ke dalam anggaran
biaya operasional dan pemeliharaan normal”. Belanja modal ini dilakukan
sebagai bagian dari proses produksi modal. Yang dimaksud dengan "belanja
modal" oleh sumber-sumber yang disebutkan di atas adalah uang yang
dibelanjakan untuk aset jangka panjang atau aset lain yang akan berdampak
positif pada aset atau kekayaan daerah selama lebih dari satu tahun
anggaran.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi belanja modal, dan ada banyak sudut pandang yang berbeda

tentang mereka. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan
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Dana Sisa Anggaran merupakan tiga variabel utama yang mempengaruhi
belanja modal, menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Mereka
berpendapat bahwa sebagian besar dampak disebabkan oleh ketiga dana

tersebut (SILPA).

2.1.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah uang yang berasal dari penerimaan APBN
dan selanjutnya diberikan kepada daerah (otonom) dalam rangka memenuhi
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya Dana
Perimbangan ditetapkan dalam APBN setiap awal tahun anggaran. Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil adalah tiga

subkategori di bawah dana khusus ini.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah berhak dan bertanggung jawab atas PAD, serta
semua barang dan jasa lainnya yang menjadi hak dan kewajiban daerah,
menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Dengan adanya
peraturan ini, PAD merupakan hak istimewa dan sekaligus menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah. Pajak dan retribusi yang dipungut di
wilayah tempat PAD beroperasi digunakan untuk mendukung organisasi,
demikian pula hasil pengelolaan aset secara mandiri. Oleh karena itu,
pemerintah daerah harus mampu menumbuhkan dan memperluas PAD
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membiayai setiap dan
semua kegiatan atau fasilitas yang terkait dengan infrastruktur melalui

alokasi belanja modal dalam APBD. Ini sangat penting. Jika PAD suatu
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daerah lebih besar, maka sebagian besar anggarannya akan masuk ke
proyek-proyek modal. Ardhini (2011).

Jika mengingat potensi daerah yang akan dijadikan pertimbangan,
maka kebijakan Pendapatan Asli Daerah juga dapat dilaksanakan
berdasarkan sistem demokrasi, berkeadilan, dan berkeadilan serta peran
masyarakat dan akuntabilitas keuangan. pelaporan. Pendapatan asli daerah
akan dimanfaatkan untuk menentukan sumber pendapatan asli daerah
dengan melakukan penelitian, mencari, dan mengolah berbagai macam
uang. Sumber pendapatan asli daerah harus diidentifikasi dan dipersempit ke
jumlah yang dapat dikelola.

Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan belanja yang dijadwalkan. Pengeluaran adalah
setiap pembayaran yang dilakukan di masa sekarang untuk tujuan
memenuhi kewajiban yang dibuat di masa depan untuk mendapatkan barang
atau jasa. Jumlah uang yang dihabiskan untuk peningkatan modal akan

meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan kota.

2.1.5 Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
mendefinisikan SILPA sebagai kesenjangan antara realisasi anggaran
pendapatan dan belanja untuk suatu periode anggaran tertentu. Surplus
anggaran yang tersisa setelah pemeriksaan perhitungan kurang lebih juga
dapat digunakan sebagai sumber atau substansi informasi yang relevan

untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan pertimbangan analisis
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2.2

terhadap faktor yang lebih banyak atau lebih sedikit. SiLPA tahun anggaran
sebelumnya berisi penghematan pengeluaran, komitmen yang belum
terselesaikan kepada pihak ketiga, dan sisa kas untuk proyek-proyek
lanjutan. Uang surplus PAD, dana perimbangan, pendapatan daerah lainnya
yang sah, dan dana pembiayaan semuanya termasuk dalam kategori ini.
SILPA merupakan sumber pembiayaan yang digunakan apabila
daerah mengalami defisit APBD dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat selama tahun berjalan, Presiden
Republik Indonesia dalam penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara
menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia belum
memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk
keperluan yang tidak jelas, namun dapat digunakan untuk pembangunan
infrastruktur. SILPA dapat menjadi sumber pendanaan pemerintah daerah

yang dapat dialokasikan untuk belanja modal.

Peneliti Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel

yang akan diuji dalam penelitian ini diringkas dalam tabel matrik berikut

ini:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Penelitian dan Variabel dan Metode )
No. Hasil

Tahun Analisis

1 N. Sari et al., (2018) | Variabel Dependen : Variabel : Dana
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Belanja Modal
Variabel Independen :
PAD, DAU, DBH,
DAK, SILPA

Sampel :
Kabupaten/Kota di
wilayah Bodetabek
sebanyak 7
Kabupaten/Kota
dengan jumlah sampel
sebanyak 70. Metode
Analisis :

Regresi linier

berganda.

perimbangan
(DAK,DAU,DBH)
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
belanja modal.
Variabel : Dana Sisa
Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
berpengaruh
signifikan terhadap
belanja modal.
Variabel : Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
berpengaruh
signifikan terhadap

belanja modal.

Adiputra et al.,
(2015)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
PAD, DAU, DAK,
DAN DBH

Sampel :

Provinsi se-In donesia
yang terdiri dari 33
Provinsi Tahun 2012.
Metode Analisis :
Regresi linier

berganda.

Tidak terdapat
pengaruh yang
signifikan antara
variabel PAD
terhadap Belanja
Modal.

Terdapat pengaruh
yang signifikan
negatif antara variabel
DAU terhadap
Belanja Modal.
Terdapat pengaruh
yang signifi kan antara
variabel DAK
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terhadap Belanja
Modal.

Terdapat pengaruh
yang signifikan antara
variabel DBH
terhadap Belanja
Modal.

Permana &
Rahardjo(2013)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus
Sampel :

35 Pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah,
yang terdiri dari 29
Pemerintah Kabupaten
dan 6 Pemerintah
Kota, dalam kurun
waktu 3 tahun (2009-
2011)

Analisis :

Regresi linier

berganda.

Tidak terdapat
pengaruh yang
signifikan dari
pertumbuhan ekonomi
terhadap Alokasi
Anggaran Belanja
Modal.

Terdapat pengaruh
positif pendapatan asli
daerah (PAD)
terhadap Alokasi
Anggaran Belanja
Modal

Terdapat pengaruh
positif Dana Alokasi
Umum terhadap
Alokasi anggaran
Belanja Modal.

Tidak terdapat
pengaruh positif Dana
Alokasi Khusus
terhadap Alokasi
anggaran Belanja
Modal.
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Seraludin (2012)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli
Daerah, Dana Bagi
Hasil, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
Dan Luas Wilayah
Sampel :

pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua
Analisis :

Regresi linier

berganda.

Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Belanja
Modal.

PAD tidak mampu
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
terhadap belanja
modal.

Dana Bagi Hasil
berpengaruh positif
dan signifikansi
terhadap Belanja
Modal Modal.

Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
tidak berpengaruh
terhadap Belanja
Modal.

Ardhani (2011)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus
Sampel :

35 kabupaten / kota di

Pertumbuhan
Ekonomi berpengaruh
positif terhadap
pengalokasian
anggaran Belanja
Modal.

Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh
positif terhadap

pengalokasian
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Jawa Tengah yang
bersumber dari
Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD) dari tahun
2007-2009

Regresi linier

berganda.

anggaran Belanja
Modal.

Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif
terhadap
pengalokasian
anggaran Belanja
Modal.

Dana Alokasi Khusus
berpengaruh positif
terhadap
pengalokasian
anggaran Belanja
Modal.

Furgani (2015)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel independen :
Pertumbuhan
Ekonomi Dan
Pendapatan Asli
Daerah

Pemkab Sumenep
(Periode 2009-2013)
Regresi linier

berganda.

Variabel pertumbuhan
ekonomi (X1) tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
variabel belanja modal
(Y). Sedangkan
pendapatan asli daerah
(X2) mempunyai
pengaruh yang
signifikan terhadap
belanja modal (Y).

Ruslianto (2019)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :

Pendapatan Asli

Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh
signifikan terhadap
Belanja Modal.
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Daerah (PAD) dan
Dana Perimbangan
(Daper)

Sampel :
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2014 — 2017
Regresi linier

berganda.

Dana perimbangan
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
Belanja Modal.

Susanti & Fahlevi
(2016)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dan Dana
Bagi Hasil

Sampel :

Seluruh pemerintah
daerah di Wilayah
Aceh selama tahun
2011-2014.

Regresi linier

berganda.

Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi
Umum, dan Dana
Bagi Hasil secara
bersama-sama
berpengaruh terhadap
Belanja Modal Pada
Kabupaten/Kota di
Wilayah Aceh pada
periode 2011-2014

Yuliantoni & Arza,
(2021)

Variabel Dependen :
Belanja Modal
Variabel Independen :
Dana Alokasi Umum
(DAU), Pendapatan
Asli Daerah (PAD),
dan Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum
berpengaruh
signifikan terhadap
belanja modal.
pendapatan asli daerah
tidak berpengaruh

terhadap belanja
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2.3

(DBH) modal.

Sampel : Dana Bagi Hasil
Pemerintah Provinsi (DBH) tidak
se-Indonesia Periode | berpengaruh terhadap
2015-2019 Belanja Modal.
Regresi linier
berganda.

Sumber: berbagai jurnal

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Kerangka Pemikiran

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan
modal seperti aset tetap yang mempunyal masa manfaat lebih dari satu
periode akuntansi.Nilai PAD adalah salah satu tolak ukur dalam
peningkatan kemandirian suatu daerah karena PAD merupakan hal
terpenting dalam menggambarkan kemampuan daerahnya agar dapat
membiayai kegiatannya dengan hasil pendapatan murni dari daerah
tersebut.Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya pembangunannya lebih
pesat dibandingkan daerah dengan PAD yang rendah.Pemerintah
memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah pada era
desentralisasi. Dana perimbangan adalah dana dari APBD untuk daerah
sebagai pendanaan pada kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Mendengar aspirasi publik, menetapkan, mengawasi, melaksanakan dan
mengevaluasi kebijakan termasuk dana untuk belanja modal merupakan

kewenangan yang harus dilakukan. Dalam hal ini pemerintah jawa tengah
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memberikan banyak pilihan untuk membiayai pembangunan, sehingga dana
yang sudah ditentukan dapat digunakan dengan tepat untuk menambah
belanja modal.

Maka dapat digambar kerangka pemikiran hubungan antara variabel
independen yaitu PAD, DAU, DAK,DBH, dan SILPA dengan Variabel

dependen yaitu Belanja modal.

PAD (X1)

DAU (X,)

Belanja Modal

DAK (X3)

DBH (Xa)

SILPA(Xs)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh PAD terhadap belanja modal
PAD adalah pendapatan asli suatu daerah yang terdiri dari pajak
daerah, retribusi pendapatan daerah dari laba perusahaan daerah, dan
pendapatan legal lainnya. PAD mencangkup semua pendapatan daerah yang

berasal dari sumber daya potensial di wilayah tersebut. Sedangkan jika PAD
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sebagai variabel bebas diukur dengan pajak daerah hasil retribusi dari
daerah yang dimiliki dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.Pengeluaran
alokasi pemerintah sangat ditentukan oleh pendapatan daerah. Penelitian
sebelumnya yang dilakukan Cahyaning (2018) Furgani (2015) menyatakan
pendapat yang dihasilkan secara local mempengaruhi alokasi belanja modal
Penemuan ini Tergantung pada deskripsi, salah satu variabel penentu dalam
menentukan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk belanja
modal. Belanja modal juga cenderung lebih tinggi ketika PAD lebih tinggi.

Dari alasan ini, layak untuk mendapatkan ide berikut:

Hi: PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
2.4.2 Pengaruh DAU terhadap belanja modal

Dana alokasi umum (DAU) adalah pembagian pemerintah pusat ke
pemerintah daerah dengan tujuan menghapus ketimpangan horizontal.
Tujuan utama transfer ini adalah untuk menyediakan distribusi kapasitas
keuangan yang adil di antara wilayah geografis. Pemerintah federal dapat
memutuskan untuk membelanjakan sebagian DAU yang diterimanya untuk
investasi modal. Anda dapat melihat dana alokasi umum untuk setiap
kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dengan melihat dana
perimbangan dalam laporan realisasi APBD. Anda dapat mengetahui
informasi ini dengan melirik laporan. Penyaluran dana alokasi umum
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, menurut kesimpulan

penelitian yang dilakukan oleh Seraludin (2012) dan Ardhani (2011)
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Menurut analisis ini, peningkatan total DAU daerah hampir pasti akan

menyebabkan peningkatan pendapatan secara keseluruhan.

H.: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal.
2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
Tujuan Dana Alokasi Tertentu (DAK), yaitu uang yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dari pendapatan APBN, adalah untuk membantu
membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti urusan daerah untuk
mendukung prioritas nasional. "Dana Alokasi Khusus" adalah dana ini.
Dana alokasi khusus Jawa Tengah yang dalam mata uang Rupiah mencakup
seluruh dana transfer khusus tahun 2017 sampai dengan 2020. (Rp). Angka-
angka ini disimpan dalam arsip oleh manajemen keuangan daerah dan
manajemen aset provinsi Jawa Tengah. Sinyal tertentu adalah seluruh
jumlah uang yang dikirim. Studi Oleh Cahyaning (2018) dan Adiputra et al.,
(2015) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh
terhadap bagaimana belanja modal didistribusikan. Informasi ini
memungkinkan seseorang untuk menyimpulkan bahwa salah satu sumber
pembiayaan untuk penanaman modal adalah uang yang berasal dari dana

alokasi khusus.
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Hs: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal
2.4.4 Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal

Dana Bagi Hasil adalah Dana yang diperoleh dari keuntungan APBN
dan digunakan untuk melaksanakan desentralisasi. Uang tersebut
dialokasikan ke daerah sesuai dengan persentase pajak dan penerimaan
bukan pajak, dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran daerah.
Pemerintah pusat menyebarluaskan dua jenis DBH yang berbeda: yang
berasal dari sumber pendapatan berbasis pajak dan non-pajak. DBH
memiliki efek yang menguntungkan pada jumlah uang yang dihabiskan
untuk belanja modal, klaim Yulianto et al., (2011) Hal ini disebabkan oleh
lebih kecilnya total belanja modal daerah dimungkinkan oleh penurunan

jumlah dana bagi hasil. .

Hs: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap
belanja modal
2.4.5 SILPA berpengaruh terhadap belanja modal

Dalam struktur APBD terdapat sumber pendanaan dan sumber
pendapatan Selisih antara penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran
biasa disebut dengan surplus atau defisit. Ketika sesuatu yang serupa terjadi,
itu disebut surplus. Dikatakan surplus apabila terjadi ketika penerimaan
lebih besar dari pada pengeluaran tetapi jika pengeluaran lebih besar dari
pada penerimaan maka disebut defisit. SILPA yang merupakan sumber

pembiayaan yang digunakan apabila daerah mengalami defisit APBD dalam
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rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
selama tahun berjalan.

N. Sari et al., (2018) dan Pika et al (2018) menyatakan SILPA
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sisa
kelebihan pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran, yaitu
belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah dan SILPA tahun
sebelumnya berpengaruh pada alokasi belanja modal tahun berikutnya.

Berdasarkan hal ini, hipotesis dapat diasumsikan sebagai berikut:

Hs: SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja modal
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3.1

3.2

29

BAB 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal,
studi yang menentukan efek dari satu atau lebih variabel independen, yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK),Dana Bagi Hasil (DBH), dan SiLPA. Jadi variabel
dependennya adalah alokasi belanja modal. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan
SILPA terhadap belanja modal.
Populasi dan Sampel

Untuk dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan dari penelitian-
penelitian tersebut, istilah "populasi* mengacu pada suatu wilayah yang
dapat digeneralisasikan serta barang-barang atau individu-individu yang
memiliki Kkualitas karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti.
Pemerintah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah
merupakan populasi yang akan diteliti pada tahun 2017 sampai dengan
tahun 2020

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, gaya penyelidikan di
mana informasi yang dikumpulkan berbentuk angka. Jenis penelitian ini

dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan interpretasi data, dan



3.3

3.4

diakhiri dengan realisasi kesimpulan penelitian berupa angka-angka dan
analisis angka-angka tersebut dengan menggunakan statistik. Pendekatan ini
dipilih karena memberikan hasil yang lebih akurat.

Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling, yang
mengacu pada proses yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian
dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Sehingga objek
penelitiannya adalahLHP LKPD kabupaten/ kota se provinsi Jawa Tengah
tahun 2017-2020. sampel dari penelitian ini akan terbentuk melalui

beberapa pertimbangan/ kriteria yaitu :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) LKPD kabupaten/ kota di Jawa

Tengah tahun 2017-2020

b. Laporan Realisasi APBD kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang di
publikasikan tahun 2017-2020

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari LHP
LKPD kabupaten/ kota se provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
Metode pengumpulan Data

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini dengan terlebih dahulu
mengumpulkan data penting dari makalah yang diperlukan untuk
penyelidikan, kemudian mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut, dan
kemudian mendokumentasikan dan menghitung temuan berdasarkan data
tersebut. Selama tahun anggaran 2017-2020, data PAD, DAU, DAK, DBH,

SILPA, dan belanja modal pada LHP LKPD pemerintah kabupaten dan kota
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3.5

di Provinsi Jawa Tengah dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode

ini. Melalui website djpk.kemenkeu.go.id, informasi dihimpun dari

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Definisi Operasional Variabel

Variabel, kadang-kadang dikenal sebagai elemen atau objek
pengamatan, sangat penting dalam penelitian. Variabel, menurut Sugiyono
(2009), adalah segala jenis objek yang peneliti putuskan untuk dilihat
dalam rangka mempelajari subjek penting terkait penelitian dan kemudian
membuat kesimpulan. Operasionalisasi terhadap construct merupakan dasar
penentuan variabel. Construct sendiri merupakan upaya untuk melibatkan

kedua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Variabel dependen

Variabel terikat menurut Sugiyono (2012) adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel bebas atau hasil keterkaitan antara kedua variabel
tersebut. Nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas.
Variabel yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja

modal.

1) Belanja Modal

Belanja modal mengacu pada menginvestasikan uang dalam penciptaan
aset yang akan menghasilkan manfaat selama lebih dari satu periode
akuntansi. Pengeluaran untuk tanah, peralatan, struktur, jaringan, jalan,
irigasi, dan aset tetap lainnya dianggap sebagai belanja modal, seperti

halnya investasi pada aset lain dan pengeluaran untuk bangunan dan
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struktur. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan berapa

banyak uang yang dihabiskan untuk biaya modal :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +

Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Sumber: (Ayem & Pratama, 2018)

3.5.2 Variabel Independen

Variabel bebas yang disebut juga dengan variabel bebas adalah
variabel yang mempengaruhi atau memberikan kontribusi terhadap
perkembangan variabel bebas menurut Sugiyono (2012). Ada total enam
variabel independen yang termasuk dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan oleh sumber lain di
lingkungan terdekat mereka. Hal ini didasarkan pada kombinasi peraturan
perundang-undangan daerah, retribusi daerah, pendapatan dari keuntungan
perusahaan daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. hasil keuangan
asli di daerah Pendapatan yang dihasilkan di daerah melalui pengelolaan
aset yang disimpan terpisah dari sumber lain yang disetujui disebut di sini.
Rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah adalah

sebagai berikut :

PAD = Hasil Pajak Daerah+Retribusi Daerah +Pendapatan dari Laba

Perusahaan Daerah +Lain-lain Pendapatan yang Sah
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Sumber : Ikhwan (2017)
2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Pemerintah pusat menyalurkan dana
yang diperoleh dari APBN kepada pemerintah daerah di berbagai daerah di
tanah air. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan belanja daerah di bawah
Dana Bagi Hasil (DBH), diperlukan alokasi kemampuan keuangan daerah
yang adil dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, itu adalah tujuan dari
pengalokasian DAU.Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada daerah
dengan menggunakan rumus yang didasarkan Celah Fiskal dan Alokasi
Dasar dengan pembagian Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi
sebesar 10% dan daerah kabupaten/kota sebesar 90% dari besaran Dana
Alokasi Umum secara nasional. Metode perhitungan dapat dihitung

dengan menggunakan rumus :

DAU= 90% x 25% x PDN (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot DAU

Sumber : Ikhwan (2017)
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana yang bersumber dari
APBN vyang dialokasikan untuk daerah tertentu yang bertujuan untuk
membantu pendanaan kegiatan khusus seperti urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus di jawa tengah terdiri dari
total dana transfer khusus pada tahun fiskal 2017-2019, diukur dalam

Rupiah (Rp). Data ini diperoleh dari manajemen keuangan daerah dan
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manajemen aset (DPPKAD) provinsi jawa tengah. Menurut Masdjojo &
Sukartono (2009) Dana Alokasi Khusus dapat diitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

DAK = Pendapatan Asli Daerah +Dana Alokasi Umum — BelanjaPegawai
Daerah

Sumber: Masdjojo & Sukartono (2009)
4) Dana Bagi Hasil (DBH)

Program Bagi Hasil merupakan bagian dari kerangka pelaksanaan
desentralisasi. Uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
uang yang dialokasikan ke daerah sesuai dengan persentase pendapatan
APBN. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu kebutuhan daerah
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Istilah
DBH pajak dan bukan pajak mengacu pada dua kategori DBH yang
berbeda. Baik Jawa Tengah maupun Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi ini (DPPKAD).
Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perbaikan modal akan meningkat
seiring dengan besarnya dana bagi hasil. Besarnya Dana Bagi Hasil dapat
dihitung dengan cara di bawah ini, menurut penelitian. Menurut Masdjojo &
Sukartono (2009) Dana Bagi Hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

Dana Bagi Hasil = Dana Bagi Hasil Pajak +Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam
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Sumber: Ikhwan (2017)

5) SILPA

Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN, dalam

periode pelaporan tertentu dikenal sebagai SILPA (Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) . Hanya

kelebihan APBD dan pembiayaan bersih positif, di mana komponen

pendapatan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan, akan

menghasilkan SILPA positif. SILPA adalah metrik yang mengukur seberapa

efektif pemerintah mengelola sumber daya keuangannya:

SiLPA = Surplus/ Defisit — pembiayaan netto

Sumber: Iswari & Bawono (2018)

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Pengukuran Sumber
Pendapatan Asli | Penerimaan Yang Diperoleh Dari PAD = Hasil Pajak | Ayem &
Daerah Sector Pajak Daerah, Retribusi Daerah + Retribusi | Pratama,

Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah + (2018)
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan | Pendapatan Dari
Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain- Laba Pajak Daerah
Lain Pendapaan Yang Sah + Lain-Lain
Pendapatan Yang
Sah
Dana Alokasi Sejumlah Dana Yang Harus DAU =90% X Ikhwan,
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Umum Dialokasikan Oleh Pemerintah Pusat 25% X PDN (2017)
Kepada Setiap Daerah Otonom (Pendapatan Dalam
(Provinsi/Kabupaten/Kota) Negeri) X Bobot

DAU

Dana Alokasi Dana Yang Bersumber Dari DAK = Pendapatan | Masdjojo

Khusus Pendapatan APBN Yag Dialokasikan | Asli Daerah + &
Kepada Daerah Tertentu Dana Alokasi Sukartono,

Umum — Belanja (2009)
Pegawai Daerah

Dana Bagi Hasil | Hak-Hak Daerah Atas Pengelolaan DBH = Dana Bagi Ikhwan,
Sumber-Sumber Penerimaan Negara Hasil Pajak + Dana (2017)
Yang Dihasilkan Oleh Setiap Daerah | Bagi Hasil Sumber
Yang Besarnya Ditentukan Oleh Daya Alam
Daerah Penghasil

Silpa Selisih Lebih Antara Realisasi Silpa = Surplus : Iswari &
Pendapatan Serta Penerimaan Dan Defisit Pembiayaan | Bawono,
Pengeluaran Dalam Pembiayaan Netto (2018)
APBD/ APBN
Dalam Satu Periode Laporan

Belanja Modal Pengeluaran Untuk Menghasilkan Belanja Modal = Ayem &
Aset Tetap Yang Memberikan Belanja Tanah + Pratama,
Manfaat Lebih Dari Satu Periode Belanja Peralatan (2018)

Akuntansi

Dan Mesin +
Belanja Gedung
Dan Bangunan +
Belanja Jalan,
Irigasi, Dan
Jaringan + Belanja

Aset Lainnya
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3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk
menguji  generalisasi hasil penelitian dari suatu sampel (Hasan,
2004).Analisis Deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran
umum dari tiap variabel penelitian, karakteristik variabel penelitian meliputi
nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, varian, dan standar deviasi
dari variabel-variabel yang diteliti.Statistik deskriptif digunakan untuk
memberi informasi nilai statistik atas variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.
3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menilai standar data guna memastikan
validitas data dan menjaga dari bias estimasi. Empat uji yang digunakan
dalam uji asumsi konvensional ini adalah uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
1) Uji Normalitas

Variabel pengganggu atau residual dalam model regresi harus

berdistribusi normal, sesuai dengan tujuan uji normalitas. Distribusi data
adalah normal di bawah model regresi yang baik. Salah satu teknik untuk
melakukan analisis statistik ini adalah dengan menilai signifikansi uji
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas residual lebih besar dari

0,05, dikatakan terdistribusi teratur secara matematis. Residual tidak
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mengikuti distribusi normal ketika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05,
2) Uji Multikolinearitas
Tujuan dari uji normalitas, menurut Ghozali (2016), adalah untuk
memastikan apakah variabel-variabel yang diperlakukan sebagai
independen dalam model regresi memiliki hubungan satu sama lain atau
tidak. Model regresi yang tepat, menurut Ghozali (2016), tidak boleh
menyertakan hubungan antar variabel independen. Selanjutnya, faktor
inflasi varians (VIF), juga dikenal sebagai nilai toleransi, digunakan dengan
menggunakan Kriteria berikut :
a) Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
b) Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF < 10, maka terjadi
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
3) Uji Autokorelasi
Tujuan dari inkuiri ini adalah untuk menetapkan apakah ada hubungan
antara kejadian-kejadian selanjutnya dengan menentukan nilai statistik
menggunakan uji statistik Durbin Watson. Ketika ada korelasi antara dua
variabel, itu dikenal sebagai autokorelasi. Anda harus mengantisipasi
melihat autokorelasi karena pengamatan selanjutnya sepanjang waktu terkait
satu sama lain. Menurut Herdiansyah (2017)prosedur berikut dapat
digunakan untuk menetapkan ada atau tidaknya masalah dengan

autokorelasi :
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Nilai DW Keterangan Keputusan

0<dw<dl Tidak ada Autokorelasi Positif Tolak
dl <dw <du Tidak ada Autokorelasi Positif Tanpa Keputusan
4 —dl<dw< Tidak ada Korelasi Negatif Tolak

4—du<dw<4-dl Tidak ada Korelasi Negatif Tanpa Keputusan

du<dw<4—-du Tidak ada Autokorelasi, Tidak Ditolak
positif, atau Negatif

Sumber :ardiyansyah (2013)

4) Uji Heteroskedastisitas

Mencari tahu apakah residual dalam model regresi memiliki varians yang
tidak merata di semua data adalah tujuan dari uji heteroskedastisitas.
Berbeda dengan heteroskedastisitas, yang mewakili suatu kondisi di mana
varians residual bervariasi dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya,
homoskedastisitas mendefinisikan situasi di mana varians tetap konstan.
Salah satu teknik untuk menilai ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji
Glejser. Nilai absolut dari residual pada variabel independen diperhitungkan
saat melakukan uji Glejser. Ketika variabel independen secara statistik tidak
mempengaruhi variabel yang diteliti, heteroskedastisitas terbukti (variabel
dependen). Jika tingkat signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05
maka dapat dikatakan tidak heteroskedastis. Hal ini dimungkinkan untuk
memastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas jika grafik tidak memiliki
pola teratur dan data didistribusikan secara acak di atas dan di bawah 0 pada

sumbu Y.
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3.6.3 Pengujian Hipotesis
Setelah selesainya uji asumsi tradisional, yang meliputi uji normalitas,

uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas, data
dievaluasi dengan menggunakan pendekatan regresi linier berganda.
1) Analisis regresi linier berganda

Teknik Statistik untuk mengetahui persamaan regresi yang bertujuan
untuk meramalkan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas,
mencari potensi kesalahan, dan menyelidiki hubungan antara satu variabel
terikat dengan dua atau lebih variabel bebas, baik secara bersamaan atau
sebagian. Mencari tahu apakah variabel independen mempengaruhi variabel
dependen seluruhnya atau sebagian adalah tujuan dari studi regresi linier
berganda. analisis regresi linier multivariat diuji dengan cara sebaliknya.
Sepanjang pengujian untuk koefisien determinasi yang termasuk dalam
penyelidikan ini, alat uji SPSS digunakan penelitian ini menggunakan alat
uji SPSS. Sugiyono (2015) mengungkapkan, analisis regresi linier berganda
dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y=0+B1 X1 +P2Xo+ B3 Xa+ P4 Xu+P5Xs +e

Keterangan:
Y : Belanja modal
o: konstanta
B: Slope atau koefisien Regesi untuk masing-masing variable independen
X1 : Pendapatan Asli Daerah

X : Dana Alokasi Umum

40



X3 : Dana Alokasi Khusus

X4 : Dana Bagi Hasil

Xs : SILPA

E :Eror

2) Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien F pada intinya menunjukan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen (Gozhali, 2012). Koefisien
determinasi juga untuk mengetahui nilai presentasiyang dapat digunakan
seberapa besar kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat
dengan ketentuan nilai uji F dalam analisis uji regresi bernilaisignifikan.
Nilai R2 kecil maka kemampuan variabel terikat untuk menjelaskan
keterikatannya dengan variabel bebas sangat terbatas, jika nilai yang
mendekati 0 maka kemampuan variabel independennya disebut rendah dan
begitupun sebaliknya. Pengujian koefisian determinasi pada penelitian ini
dilakukan menggunakan alat uji SPSS.

3) Uji Pengaruh Simultan ( Uji F)

Uji koefisien F digunakan untuk memastikan, pada dasarnya, jika semua
faktor independen yang dipertimbangkan dalam model memiliki efek
gabungan pada variabel yang diselidiki (Gozhali, 2012). Uji kelayakan
model, yang juga menawarkan perkiraan nilai sebenarnya, dapat digunakan
untuk mengukur kebenaran fungsi regresi sampel. Untuk memastikan

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki
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pengaruh keseluruhan terhadap variabel yang dianalisis, digunakan uji F.
Nilai F yang dihitung akan lebih besar dari nilai F yang terdapat pada tabel
jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara
keseluruhan. Untuk keperluan penyelidikan ini, uji F dijalankan dengan
menggunakan alat uji SPSS. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk lulus

ujian F dalam penyelidikan ini :

Ha diterima apabila : signifikansi F > 0,05, yang artinya variabel

independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

HO ditolak apabila : signifikasnsi F < 0,05, yang artinya pengaruh variabel
independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
4) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tujuan dasar dari uji t adalah untuk menganalisis koefisien regresi secara
individual atau parsial untuk menilai tingkat hubungan antara variabel

independen dan dependen.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek dan Sampel Perusahaan

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap
Belanja Modal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 6 (enam)
variabel yang terdiri dari 5 (lima) variabel independen yang disimbolkan
dengan X1 (Pendapatan Asli Daerah), X2 (Dana Alokasi Umum), X3 (Dana
Alokasi Khusus), X4 (Dana Bagi Hasil), X5 (Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran). Sedangkan untuk 1 (satu) variabel dependen disimbolkan
dengan Y (Belanja Modal).

Prosedur dan pengolahan data yang tercakup dalam bab ini
selanjutnya akan diperiksa dalam kaitannya dengan variabel-variabel yang
mempengaruhi belanja modal. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Jawa Tengah digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini periode 2017—
2020. Metode purposive sampling, yang meliputi pengambilan sampel
berdasarkan seperangkat standar tertentu, digunakan untuk memilih sampel
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Tabel 4.1

Penentuan Sampel

Kriteria Akumulasi

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 35
yang mempublikasikan laporan realisasi APBD

selama periode 2017-2020.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 0)
yang tidak mempublikasikan laporan realisasi APBD

selama periode 2017-2020.

Total Kabupaten/Kota 35

Tabel 4.2

Kabupaten/Kota yang Menjadi Objek Penelitian

No. Kota/Kabupaten No. | Kota/Kabupaten
1 Kab Banjarnegara 19 Kab Pemalang

2 Kab Banyumas 20 Kab Purbalingga
3 Kab Batang 21 Kab Purworejo

4 Kab Blora 22 Kab Rembang

S Kab Boyolali 23 Kab Semarang

6 Kab Brebes 24 Kab Sragen

7 Kab Cilacap 25 Kab Sukoharjo

8 Kab Demak 26 Kab Tegal

9 Kab Grobogan 27 Kab Temanggung
10 Kab Jepara 28 Kab Wonogiri
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11 Kab Karanganyar 29 Kab Wonosobo
12 Kab Kebumen 30 Kota Magelang
13 Kab Kendal 31 Kota Pekalongan
14 Kab Klaten 32 Kota Salatiga

15 Kab Kudus 33 Kota Semarang
16 Kab Magelang 34 Kota Surakarta
17 Kab Pati 35 Kota Tegal

18 Kab Pekalongan

4.2 Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda
yang menguji pengaruh pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi
Hasil) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Data
penelitian yang digunakan adalah sebanyak 35 Kabupaten/Kota dengan data

time series selama 4 tahun, sehingga diperoleh 140 data.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah data dari
tahun 2017 sampai tahun 2020 didapat dari Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan
gambaran umum berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-
rata (mean) dan standar deviasi data penelitian. Dalam penelitian ini

variabel independen yang digunakan meliputi X1 (Pendapatan Asli Daerah),
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X2 (Dana Alokasi Umum), X3 (Dana Alokasi Khusus), X4 (Dana Bagi

Hasil), X5 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Sedangkan variabel

dependen yang digunakan adalah Y (Belanja Modal). Berikut ini statistik

deskriptif untuk masing-masing variabel:
Tabel 4.3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 140 179224408689.00 2024540000000,00 3948501610455001 270756844517 47122
DAU 140 416720000000.00 1689030336220,00 963398519678.5718 249823674677 80698
DAK 140 16630000000,00 1190422387000,00 239089104353.3428 154094545618 05576
DBH 140 1711315130300 24604458808500 46972315267,0715 40700040639 09142
SILPA 140 4014000000000 467281226364.00 187688264965 1571 92929044497 04730
B,'\EALOADNAJf 140 102080000000,00 1275359088966,00 359971654775,6286 178688894393,06757

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa data yang dianalisis sebanyak

140 data sampel yang diperoleh dari laporan realisasi APBD 35 Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 4 tahun (2017-2020).

Penjelasan terhadap variabel penelitian yang digunakan dalam tabel 4.3

adalah sebagai berikut:

1) Variabel Independen

a) Data deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai

terendah adalah 179.224.408.689,00. Sedangkan nilai tertinggi adalah

2.024.540.000.000,00. Rata-rata PAD senilai 394.850.161.045,50

dengan standar deviasinya 270.756.844.517 yang berarti standar

deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil
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yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan penyimpangan sangat tinggi, sehinggga penyebaran data
menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

b) Data deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai
terendah adalah 416.720.000.000,00. Sedangkan nilai tertinggi adalah
1.689.030.336.220,00. Rata-rata DAU senilai 963.398.519.678,57
dengan standar deviasinya 249.823.674.678 yang berarti standar
deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil
yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan penyimpangan sangat tinggi, sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

c) Data deskriptif Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai
terendah adalah 16.630.000.000,00. Sedangkan nilai tertinggi adalah
1.190.422.387.000,00. Rata-rata DAK senilai 239.089.104.353,34
dengan standar deviasinya 154.094.545.618 yang berarti standar
deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil
yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan penyimpangan sangat tinggi, sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

d) Data deskriptif Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai terendah
adalah 17.113.151.303,00. Sedangkan nilai tertinggi adalah
246.044.588.085,00. Rata-rata DBH senilai 46.972.315.267,071

dengan standar deviasinya 40.700.040.639 yang berarti standar deviasi
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lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil yang
cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan penyimpangan sangat tinggi, sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

e) Data deskriptif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
menunjukkan nilai terendah adalah 40.140.000.000,00. Sedangkan
nilai tertinggi adalah 467.281.226.364,00. Rata-rata SILPA adalah
187.688.264.965,16 dengan standar deviasi 92.929.044.497 dan
menunjukkan bahwa standar deviasi lebih rendah dari rata-rata dan
hasilnya seperti baik. Ini karena deviasi standar menampilkan variasi
yang sangat tinggi, memastikan bahwa penyebaran data
mencerminkan hasil yang khas dan tidak mengarah pada bias.

2) Variabel Dependen

Hasil yang diperoleh dari belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2020 memiliki nilai minimum
sebesar 102.080.000.000,00 dengan nilai maksimum Kkebijakan hutang
sebesar 1.275.359.088.966,00. Kita dapat menyimpulkan bahwa hasil secara
umum baik karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata belanja modal,
yang berjumlah 359.971.64.775,63, dan rata-rata lebih besar dari standar
deviasi, yang berjumlah 178.688.894.393. Hal ini karena deviasi standar,
yang merupakan representasi dari varians yang sangat besar, menyebabkan
belanja modal meningkat ketika naik dan turun ketika turun. Standar

deviasi, yang mewakili varians yang sangat tinggi, adalah penyebabnya.
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan agar data sampel yang diolah dapat

mewakili populasi secara keseluruhan. Uji asumsi klasik yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas dan autokorelasi.
1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang
berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model
regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal. Untuk menguji apakah
data berdistribusi normal atau tidak maka peneliti menggunakan analisa
KolmogorovSmirnov dengan ketentuan (K-S) lebih dari 5%. Hasil uji
normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N 140
Normal Mean ,0000207
Parameters™®  Std. 101537908767,74132000
Deviation
Most Extreme Absolute ,044
Differences Positive ,044
Negative -,043
Test Statistic ,044
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200¢¢

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data

pada penelitian ini sebanyak 140 data dengan nilai Kolmogorov-Smirnov
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sebesar 0,200. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan
lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), maka data terdistribusi dengan normal.
2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika
variabel independen saling korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model
regresi adalah dengan cara melihat nilai Tolerance dan nilai Variance
Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 maka tidak
terjadi multikolinearitas dan jika nilai Variance Inflation factor (VIF)
kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Unstandardized  Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Std. Toleranc

Model B Error Beta t Sig. e VIF

1  (Const 20523612 36871696
ant) 205,927 188,809 957519
PAD ,330 ,038 ,500 8,607 ,000 ,715 1,399
DAU ,060 ,040 ,084 1507 ,134 ,780 1,283
DAK ,504 ,063 435 8,037 ,000 ,823 1,214
DBH ,408 244 ,093 1,669 ,097 779 1,283
SILPA ,063 ,100 ,033 629 530 ,886 1,128

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022
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Hasil dari uji multikolinearitas tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Tolerance semua variabel independen > 0,10 dan nilai VIF < 10, hal ini
menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, tetapi jika varians
berbeda  disebut  heteroskedastisitas. Pada penelitian  ini,  uji
heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Apabila hasil uji glejser
memiliki  tingkat signifikansi di atas 5% maka tidak terjadi
heteroskedastisitas, namun apabila hasil uji glejser memiliki tingkat di
bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil  pengujian
heteroskedastisitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas |

Unstandardized Coefficients Standardized

Model Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant)  -16471178200,516 17308709626,744 -952 343
PAD 122 ,018 ,535 6,781 ,000
DAU ,064 ,019 261 3,452 001
DAK -,069 ,029 -,173  -2,346  ,020
DBH ,123 ,115 ,081 1,071,286
SILPA -,014 ,047 -,021 -,300 765

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022
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Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas | di atas yang menggunakan

uji Glejser, terdapat nilai sig variabel independen yang bernilai < 0,05 yaitu

pada variabel PAD, DAU dan DAK. Sehingga pada variabel tersebut perlu

ditransform dengan Log Natural (Ln). Adapun hasil heteroskedastisitas

setelah variabel tersebut ditransform adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas 11

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -,355 2,719 -,131 ,896
LN_PAD ,010 ,078 ,013 ,129 ,897
LN_DAU ,005 ,102 ,005 ,050 ,960
LN_DAK -,001 ,034 -,003 -,036 971
DBH -1,610E-13 ,000 -,022 -,232 817
SILPA -8,588E-14 ,000 -,027 -,291 772

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas I1, diperoleh nilai sig semua

variabel independen bernilai > 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat atau

terjadi adanya korelasi maka dinamakan ada problem korelasi (Ghozali,

2011).

52



Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi

Adjusted  Std. Error of  Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Watson

1 1034149236
,823° 677 ,665 1,656
26,87196

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022
Berdasarkan hasil uji autokorelasi dalam tabel 4.8 untuk regresi
persamaan tersebut diperoleh nilai DW sebesar 1,656. Berdasarkan tabel
Durbin Watson, dengan k = 5 (jumlah variabel independen) dan n = 140
(Jumlah observasi) diperoleh nilai dL = 1,6507 dan dU = 1,7984. Dapat
dilihat pada tabel keputusan bahwa hasil penelitian ini dl < dw <du sehingga
dinyatakan tidak terjadi autokorelasi positif.
5) Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terhadap
variabel dependen (Belanja Modal) menggunakan analisis regresi linier
berganda yang berguna untuk mengetahui hipotesis tentang pengaruh antar
variabel independen atau secara parsial di dalam penelitian. Dalam
pengolahan data ini menggunakan program software IBM Statistic Package
for Social Sciency (SPSS) versi 22.0 dengan memberikan hasil nilai

koefisien persamaan regresi sebagai berikut:
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Tabel 4.9

Hasil Analisis Regresi Berganda

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 20523612205,927  36871696188,809 ,557 579
PAD ,330 ,038 ,500 8,607 ,000
DAU ,060 ,040 ,084 1,507 134
DAK ,504 ,063 ,435 8,037 ,000
DBH ,408 ,244 ,093 1,669 ,097
SILPA ,063 ,100 ,033  ,629 530

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022
Dari hasil data di atas persamaan untuk membentuk model regresi
linear dapat dilihat pada tabel unstandardized coefficients kolom beta. Dari
hasil analisis tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 20.523.612.205,93,
nilai variabel PAD sebesar 0,330, nilai variabel DAU sebesar 0,060, nilai
variabel DAK sebesar 0,504, nilai variabel DBH sebesar 0,408 dan nilai
variabel SILPA sebesar 0,063. Dari nilai tersebut maka bentuk model
regresi menjadi:
Belanja Modal = 20.523.612.205,93 + 0,330 PAD + 0,060 DAU + 0,504
DAK + 0,408 DBH + 0,063 SILPA + ¢
Dari hasil linear berganda diatas ada beberapa hal yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai koefisien PAD sebesar 0,330 memiliki pengertian bahwa setiap
kenaikan 1% dari PAD maka akan memberikan pengaruh terhadap
belanja modal sebesar 0,330. Koefisien bernilai positif menunjukkan

bahwa PAD dan Belanja Modal saling berhubungan yaitu ketika PAD
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naik maka Belanja Modal naik, begitu pula sebaliknya jika PAD turun
maka Belanja Modal turun.

Nilai koefisien DAU sebesar 0,060 memiliki pengertian bahwa setiap
kenaikan 1% dari DAU maka akan memberikan pengaruh terhadap
belanja modal sebesar 0,060. Koefisien bernilai positif menunjukkan
bahwa DAU dan Belanja Modal saling berhubungan yaitu ketika DAU
naik maka Belanja Modal naik, begitu pula sebaliknya jika DAU turun
maka Belanja Modal turun.

Nilai koefisien DAK sebesar 0,504 memiliki pengertian bahwa setiap
kenaikan 1% dari DAK maka akan memberikan pengaruh terhadap
belanja modal sebesar 0,504. Koefisien bernilai positif menunjukkan
bahwa DAK dan Belanja Modal saling berhubungan yaitu ketika DAK
naik maka Belanja Modal naik, begitu pula sebaliknya jika DAK turun
maka Belanja Modal turun.

Nilai koefisien DBH sebesar 0,408 memiliki pengertian bahwa setiap
kenaikan 1% dari DBH maka akan memberikan pengaruh terhadap
belanja modal sebesar 0,408. Koefisien bernilai positif menunjukkan
bahwa DBH dan Belanja Modal saling berhubungan yaitu ketika DBH
naik maka Belanja Modal naik, begitu pula sebaliknya jika DBH turun
maka Belanja Modal turun.

Nilai koefisien SILPA sebesar 0,063 memiliki pengertian bahwa setiap
kenaikan 1% dari SILPA maka akan memberikan pengaruh terhadap

belanja modal sebesar 0,063. Koefisien bernilai positif menunjukkan
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bahwa SILPA dan Belanja Modal saling berhubungan yaitu ketika
SILPA naik maka Belanja Modal naik, begitu pula sebaliknya jika

SILPA turun maka Belanja Modal turun.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Analisis data panel, kadang-kadang disebut sebagai data yang
dikumpulkan, digunakan untuk menguji hipotesis untuk memastikan sejauh
mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan efektivitas
model yang dapat menjelaskan penghindaran pajak. Nilai statistik, nilai
statistik, dan nilai F semuanya dapat digunakan untuk mengukur penentuan
statistik fungsi regresi sampel. Koefisien determinasi (R2) adalah pilihan
lain. Apa yang diperlukan setiap tes dijelaskan sebagai berikut:
1) Uji Koefisien Determinasi Multiple (R?)

Koefisien determinasi (R2) dalam statistik mengukur seberapa baik
model dapat menjelaskan variasi dalam variabel yang coba diramalkannya.
Koefisien determinasi mungkin memiliki nilai antara nol dan satu,
tergantung pada situasinya. Skor R2 yang rendah berarti bahwa kemampuan
variabel independen untuk menjelaskan variabel yang diteliti sangat
terhambat. Jika hasilnya mendekati satu, berarti variabel independen
menyediakan hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi

variasi nilai variabel dependen.
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Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,823% 677 ,665 103414923626,87196

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Tabel 4.10 menunjukkan nilai R 0,823, R square sebesar 0,677 dan
Adjusted R square sebesar 0,665. Hal ini berarti 66,5% kebijakan hutang
dipengaruhi oleh kelima variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran. Sedangkan sisanya 33,5% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain di luar kelima variabel bebas dalam penelitian ini
2) Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji F)

Uji Statistik F untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu
X1 (Pendapatan Asli Daerah), X2 (Dana Alokasi Umum), X3 (Dana Alokasi
Khusus), X4 (Dana Bagi Hasil) dan X5 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)
secara simultan terhadap variabel Belanja Modal (Y) maka dilakukan
pengujian dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil perhitungan
program SPSS 22.0 diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.11

berikut:
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Tabel 4.11

Hasil Uji F

Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig.
Regression  300514859468620 60102971893724 b

5000000000,000 > 1000000000,000 56,199,000
Residual 143308262145273 134 10694646428751

6200000000,000 763000000,000
Total 443823121613894 139

1000000000,000

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa dengan angka
signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa angka signifikan
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan a sebesar 0,05. Maka
kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel
X1 (Pendapatan Asli Daerah), X2 (Dana Alokasi Umum), X3 (Dana Alokasi
Khusus), X4 (Dana Bagi Hasil) dan X5 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)
secara simultan berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal (Y).

3) Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pada dasarnya Uji t adalah menguji koefisien regresi secara
individual atau parsial untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara
variabel dependen dan variabel independen. Dalam pengujian ini kriteria
secara parsial dengan tingkat signifikan a = 5% dengan kriteria sebagai
berikut: jika nilai signifikan < 0,05 artinya variabel independen secara
individual berpengaruh terhadap variabeldependen, sedangkan jika nilai

signifikan > 0,05 artinya variabel independen secara individual tidak
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berpengaruh terhadap variabel independen. Uji T pada penelitian ini

dilakukan menggunakan alat uji SPSS 22.0.

Tabel 4.12

Hasil Uji t

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1  (Constant) 20523612205,9 36871696188,8 557 579
27 09
PAD ,330 ,038 ,500 8,607 ,000
DAU ,060 ,040 ,084 1507 ,134
DAK ,504 ,063 ,435 8,037 ,000
DBH ,408 244 ,093 1,669 ,097
SILPA ,063 ,100 ,033 629 ,530

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, model persamaan menunjukkan hasil berikut:

1.

Pada variabel PAD menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05
artinya bahwa variabel PAD secara parsial mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap belanja modal.

Pada variabel DAU menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,134 > 0,05

artinya bahwa variabel DAU secara parsial tidak mempunyai pengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pada variabel DAK menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05
artinya bahwa variabel DAK secara parsial mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel DBH memiliki nilai signifikansi 0,097 lebih besar dari 0,05

yang menunjukkan pengaruhnya terbatas terhadap belanja modal.
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5. Dapat disimpulkan bahwa variabel SILPA secara parsial tidak
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal karena

memiliki nilai signifikansi 0,530 > 0,05.

4.2.4 Pembahasan

Pembahasan hasil pengujian hipotesis yang akan didasarkan pada
pengujian-pengujian yang telah dilakukan akan diuraikan lebih lengkap oleh
peneliti. Pembahasan masing-masing teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh
signifikan dan positif terhadap belanja modal, yang ditunjukkan dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 0,05. Hasil ini menimbulkan kemungkinan bahwa
variabel PAD mempengaruhi pilihan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diambil secara
lokal dan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk
membiayai inisiatif daerah untuk mengurangi ketergantungan pada
pembiayaan dari pemerintah federal. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli
daerah lainnya yang sah merupakan tempat diperolehnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) itu sendiri.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai

kemakmuran pemerintah daerah adalah Total Pendapatan Asli Daerah
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(PAD). Sumarjo (2010). Besarnya kemakmuran yang dialami oleh
pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran di
suatu lokasi. Sinaga (2011). Hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak
daerah, retribusi daerah, dan beberapa hal lainnya merupakan beberapa
komponen Nugroho (2012).

Pajak daerah, retribusi pendapatan daerah dari pendapatan
perusahaan daerah, dan pendapatan lain yang sah merupakan PAD yang
merupakan sumber pendapatan pertama daerah. Basis pajak utama adalah
nama lain untuk PAD. PAD memperhitungkan semua pendapatan yang
dihasilkan di suatu daerah dengan sumber daya aktual dan potensialnya.
Besaran pajak daerah yang dipungut sebagai hasil retribusi daerah yang
dimiliki serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat digunakan untuk
mengukur PAD sementara, jika dianggap sebagai variabel bebas. Alokasi
dana pemerintah sangat dipengaruhi oleh perekonomian daerah. Halim,
Ermasova dkk (2007).

Pemerintah daerah diperkirakan akan lebih mampu meneliti
kemungkinan sumber pembiayaan, terutama dengan tujuan menggunakan
pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan
dan pembangunan di daerah masing-masing (PAD). Dengan semakin
banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah, disertai
dengan masuknya personel, peralatan, pendanaan, dan dokumentasi (P3D)
yang signifikan, maka permintaan akan peningkatan pendapatan asli daerah

(PAD) semakin meningkat. Dengan kata lain, kebutuhan akan peningkatan
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pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah,
yang biasa disebut PAD, sangat penting dalam menentukan seberapa besar
suatu daerah dapat berpartisipasi dalam inisiatif dan rencana ekonomi yang
disponsori pemerintah.

Kapasitas dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan
dana belanja modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan memberikan pelayanan publik yang efektif dapat digunakan untuk
memahami hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal
(pemerintah) dalam konteks pendapatan asli daerah. Lebih khusus lagi,
belanja modal yang dijadwalkan setiap tahun digunakan untuk membiayai
sarana dan prasarana yang diperlukan, sedangkan belanja modal yang
direncanakan digunakan untuk mendanai belanja modal itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Nuarisa
(2013) dan Fitriyanti dan Pratolo (2009), yang menemukan bahwa
pendapatan daerah mempengaruhi bagaimana belanja modal didistribusikan.
Kami dapat menyatakan bahwa PAD tidak memiliki efek ini, berbeda
dengan temuan penelitian Lestari (2016), yang menunjukkan bahwa PAD
memiliki pengaruh yang kecil terhadap belanja modal dan berdampak
negatif pada anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal.

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,134 >

0,05 membuktikan bahwa variabel DAU hanya berpengaruh positif

signifikan minimal terhadap belanja modal.
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Hubungan keagenan digambarkan sebagai kontrak di mana satu atau
lebih pihak (prinsipal) membayar orang lain (agen) untuk melakukan
layanan tertentu untuk mereka sambil secara bersamaan memberikan agen
beberapa otoritas pengambilan keputusan, menurut interpretasi Jensen dan
Meckling (1976) tentang teori agensi. Baik peran prinsip maupun agen
dimungkinkan dalam praktik oportunisme legislatif. Legislator memiliki
kemampuan untuk mengambil salah satu peran ini. Legislatif dapat
berfungsi sebagai kepala cabang eksekutif dengan menciptakan undang-
undang yang tampaknya mewakili kompromi antara kedua belah pihak
tetapi pada akhirnya menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik
secara pribadi maupun institusional.

Legislatif diperbolehkan mengajukan kebijakan tersebut karena
kewenangan diskresi yang dimilikinya, sehingga sulit bagi eksekutif untuk
menolaknya meskipun tidak terkait langsung dengan pelayanan publik atau
tugas legislatif. Karena fungsinya sebagai wakil pemilih, aktor oportunistik
di lembaga legislatif lebih kentara. Dengan memasukkan kebutuhan publik
dalam anggaran, lembaga legislatif harus menjaga kepentingan konstituen
yang dilayaninya selama proses penganggaran. Ketika anggota parlemen
mengunjungi lingkungan untuk melakukan aspirasi masyarakat, mereka
seharusnya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang harus ditangani
dengan pendanaan dari anggaran. Halim & Syukriy (2006).

Dengan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pusat dan

Daerah (dengan program bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal 26%
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dari Pendapatan Dalam Negeri), telah dikalahkan. Dengan demikian,
perbedaan kebutuhan anggaran dan beban pajak antara Pusat dan Daerah
dapat dihilangkan. Jika keseimbangan ini tetap terjaga, terutama dari Dana
Alokasi Umum, akan memberikan kenyamanan kepada daerah bahwa
mereka akan bisa mendapatkan sumber keuangan untuk memenuhi tuntutan
pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebutuhan suatu daerah akan Dana Alokasi Umum ditentukan oleh
kebutuhan daerah (kebutuhan fiskal), serta potensi daerah, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah. Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa
kebutuhan suatu daerah akan dana alokasi umum ditentukan oleh
kebutuhannya sendiri (termasuk kebutuhan keuangannya) maupun oleh
potensinya sendiri (kapasitas fiskal). Dengan kata lain, Dana Alokasi Umum
digunakan untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang disebabkan oleh
potensi penerimaan daerah yang lebih rendah daripada kebutuhan belanja
terkait.

Daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif besar akan
mengalami pengurangan porsi DAU, sedangkan daerah dengan kemampuan
keuangan yang relatif terbatas akan mengalami peningkatan porsi DAU.
Akibatnya, lebih banyak daerah, terutama yang memiliki kekayaan sumber
daya alam, akan memiliki akses ke Dana tersebut. Distribusi ruang negatif

seragam. Penyaluran alokasi Dana Alokasi Umum di berbagai daerah
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dipengaruhi oleh informasi kebutuhan fiskal daerah yang secara umum
merupakan perkiraan besarnya anggaran yang dibutuhkan daerah dalam
rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Baik indikator
okupasi maupun indikator teritorial dapat digunakan untuk mengkategorikan
kriteria yang digunakan untuk menentukan kebutuhan anggaran pemerintah.

Dana Alokasi Umum bertindak sebagai dana transfer dalam bentuk
block grant. Distribusinya diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing
daerah sesuai dengan prioritas daerah, dan lebih diutamakan untuk belanja
yang berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
masyarakat. Namun, daerah bertanggung jawab mendistribusikan ini.

Studi ini menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang kecil
terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena pemerintah
menggunakan dana alokasi yang ditetapkan untuk membiayai pembangunan
daerah. Seperangkat aturan khusus yang dikembangkan dengan maksud
untuk mendistribusikan uang ke berbagai jenis belanja modal mengontrol
bagaimana DAK akan digunakan. Oleh karena itu, besaran belanja modal
tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya DAU yang ditawarkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Gugus
dan Wandira (2013), yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak
berpengaruh terhadap jumlah yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal
ini bertentangan dengan kesimpulan penelitian Seraludin (2012) yang

menunjukkan bahwa dampak DAU terhadap belanja modal memiliki
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dampak yang baik dan substansial terhadap alokasi anggaran untuk belanja
modal. Kesimpulan ini berbeda dengan temuan penelitian Seraludin (2012).
c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar
0,000 < 0,05 artinya bahwa variabel DAK secara parsial mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana dari penerimaan APBN yang dikenal dengan Dana Alokasi
Khusus atau DAK, disalurkan ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan
membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan
daerah dan diprioritaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat. dan Daerah. Menurut
aturan ini, harus ada keseimbangan keuangan nasional antara Pusat dan
Daerah. Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang disalurkan ke provinsi, instansi, dan kota tertentu
dengan tujuan untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan unik yang menjadi isu
pemerintah daerah dan sejalan dengan tujuan nasional utama Erlina. Dana
ini dibentuk untuk mendukung inisiatif unik yang sejalan dengan
kepentingan nasional Erlina (2012).

Dana Alokasi Khusus hanya digunakan untuk membiayai investasi
infrastruktur dan sarana dengan umur ekonomis yang panjang yang
berbasis fisik dan berumur panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi

Khusus dapat menawarkan bantuan untuk biaya menjalankan dan
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memelihara prasarana dan sarana tertentu untuk jangka waktu yang singkat.
Panjang keseluruhan dukungan ini tidak boleh lebih dari tiga tahun.

Meskipun pemerintah daerah menerima DAK dalam jumlah yang
cukup besar, jumlah tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan pelaksanaan
DAK vyang efektif untuk kepentingan pembangunan daerah. Pada
kenyataannya, sebagian besar dari jumlah DAK yang cukup besar yang
diperoleh pemerintah daerah terus disisinkan untuk belanja layanan
manusia daripada investasi dalam proyek-proyek pembangunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Mawarni, Darmawis, & Abdullah (2013) dan Nuarisa (2013)
dimana menyatakan bahwa dana alokasi khusus mempengaruhi alokasi
belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana &
Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap
belanja modal. Penemuan ini dapat didedikasikan bahwa salah satu sumber
dana untuk belanja modal adalah yang berasal dari dana alokasi khusus.

d) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar
0,097 > 0,05 artinya bahwa variabel DBH secara parsial mempunyai tidak
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam
memperoleh dana pembangunan dan membayar biaya daerah yang tidak
ditanggung oleh PAD selain DAU dan DAK, DBH merupakan sumber

pendapatan daerah yang potensial. Tempat produksi menentukan proporsi
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yang telah ditentukan yang digunakan dalam teknik distribusi pendapatan.
Dana Perimbangan (transfer daerah) yang merupakan pendapatan daerah
dari pusat, diperlukan oleh daerah untuk membangun infrastruktur yang
berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran untuk sektor belanja modal, dalam
rangka memperluas dan mensejahterakan penduduknya. Pemerintah daerah
dapat menggunakan uang perimbangan keuangan untuk menyediakan
layanan masyarakat umum yang diperoleh melalui belanja modal (DBH).
Pendapatan bagi hasil pemerintah kabupaten Jawa Tengah tidak
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal karena
masalah keagenan. metode di mana legislatif disajikan dengan anggaran
untuk disetujui oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah. Hal ini
selalu terjadi selama pengelolaan daerah, terutama pada tahap yang
melibatkan penetapan tujuan pendapatan dan pengelolaan sumber daya yang
terkait dengan pengeluaran daerah. Akibatnya, masuk akal untuk
menyimpulkan bahwa kenaikan anggaran DBH juga akan mengakibatkan
peningkatan dana yang ditujukan untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Lutpikah & Mahendra (2020) dimana menyatakan bahwa
dana bagi hasil tidak mempengaruhi belanja modal. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan Gugus & Wandira (2013) tentang Pengaruh DBH
Terhadap Pengalokasian belanja modal, DBH berpengaruh positif terhadap
belanja modal.

e) Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
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Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar
0,530 > 0,05 artinya bahwa variabel SILPA secara parsial tidak mempunyai
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah surplus realisasi
anggaran pendapatan dan pengeluaran dalam satu siklus anggaran. Sesuali
Permendagri No. 13 Tahun 2006, Abdullah (2013) menyatakan bahwa
Pembiayaan Sisa Anggaran (SILPA) adalah jenis pendapatan daerah yang
berasal dari sisa dana tahun anggaran sebelumnya. Menurut Tanjung (2009),
SILPA dapat dianggap sebagai selisih antara surplus atau defisit dengan
pembiayaan bersih.

Tidak perlu menunggu transfer uang dari Pemerintah Pusat untuk
membangun gedung dan infrastruktur yang akan meningkatkan pelayanan
publik jika SILPA daerah cukup besar dan diharapkan mampu membayar
seluruh Belanja Modal. Sebab, seluruh belanja modal akan dibiayai oleh
pemerintah pusat. Adalah layak untuk menyisihkan dana transfer untuk
membayar biaya daerah yang tidak terduga serta biaya operasional. Selain
itu, besarnya SILPA di suatu daerah dapat menjadi tolak ukur seberapa
efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mendistribusikan uangnya, baik
secara keseluruhan maupun di masing-masing daerah. Tanjung (2009)
mengklaim bahwa keunggulan SILPA dapat dikatakan cukup signifikan.
mungkin merupakan tanda bahwa pemerintah melakukan pekerjaan yang

buruk dalam menganggarkan anggaran daerah, dalam hal ini uang tambahan
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harus digunakan untuk mendanai sejumlah inisiatif terkait belanja modal
yang akan membantu dalam pemberian layanan publik pada tahun anggaran
berjalan . Akibatnya, acara akan tertunda.

Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012), SILPA merupakan
ukuran seberapa efisien pemerintah membelanjakan dananya. SILPA
merupakan ukuran efisiensi karena hanya dapat diproduksi jika APBD
surplus dan terdapat pembiayaan neto positif, atau bila komponen
penerimaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan
(Balitbang NTT, 2008). SILPA adalah kas kas sebagai sisa anggaran, dan
kas dan setara kas yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari
operasi anggaran dan non anggaran dimasukkan dalam neraca akhir. SILPA
adalah sisa anggaran dalam bentuk tunai.

Pertumbuhan SILPA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik
anggaran bekerja. Wilayah ini dipengaruhi oleh tingkat SILPA yang tinggi
baik dalam cara yang menguntungkan maupun merugikan. Imbalan yang
dikirimkan SILPA ke Pemda yang disimpan di bank merupakan salah satu
manfaatnya. Giro, pendapatan bunga dari rekening PAD lain yang sah, dan
rencana pengeluaran tambahan untuk tahun berikutnya adalah bentuk
pengembalian yang dapat diterima. Risiko banjir di wilayah ini adalah salah
satu dampak berbahaya dari konsentrasi SILPA yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sisa kelebihan anggaran
untuk pembiayaan tidak berdampak pada belanja modal. Mengatakan bahwa

SILPA digunakan untuk mengimbangi kekurangan anggaran dalam hal
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realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, termasuk belanja

modal, adalah salah satu cara untuk menjelaskan hal ini.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui
dan menganalisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah tahun 2017-2020. Dari
uji-uji yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan secara ringkas
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap belanja
modal, artinya jika PAD naik satu satuan maka jumlah belanja modal
akan naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan
asli daerah, maka akan semakin besar pula dana yang akan dialokasikan
untuk belanja modal,

Karena pemerintah menggunakan dana alokasi khusus untuk membiayai
pembangunan daerah, terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki
pengaruh yang kecil terhadap belanja modal. Seperangkat aturan khusus
yang dikembangkan dengan maksud untuk mendistribusikan uang ke
berbagai jenis belanja modal mengontrol bagaimana DAK akan
digunakan. Oleh karena itu, besaran belanja modal tidak dipengaruhi oleh

besarnya DAU yang ditawarkan.



3.

Dana Alokasi Khusus tidak diimbangi dengan tata kelola pelaksanaan
DAK vyang efisien untuk pembangunan daerah, meskipun terbukti
berdampak positif dan signifikan terhadap belanja modal dan meskipun
jumlah DAK vyang diterima oleh pemerintah daerah sebenarnya cukup
besar. Pada kenyataannya, sebagian besar dari jumlah DAK yang cukup
besar yang diperoleh pemerintah daerah terus disisihkan untuk belanja
layanan manusia daripada investasi dalam proyek-proyek pembangunan.
Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan
(DBH) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
dimungkinkan oleh belanja modal karena terbukti Dana Bagi Hasil
berdampak positif dan kecil terhadap belanja modal. Akibatnya, masuk
akal untuk menyimpulkan bahwa kenaikan anggaran DBH juga akan
mengakibatkan peningkatan dana yang ditujukan untuk belanja modal.
Telah ditetapkan bahwa sisa surplus pembiayaan anggaran tidak
memiliki dampak yang berarti terhadap belanja modal. Artinya, tidak
perlu menunggu transfer uang dari Pemerintah Pusat untuk menciptakan
sarana dan prasarana yang akan meningkatkan pelayanan publik jika
SILPA daerah cukup besar dan diharapkan mampu menutupi seluruh
belanja modal. Adalah layak untuk mengalokasikan dana transfer untuk
pengeluaran tak terduga di daerah serta biaya operasional. Selain itu,
jumlah SILPA di suatu daerah dapat menjadi barometer seberapa efektif
dan efisien pemerintah daerah tersebut mendistribusikan APBD per

daerah. Tanjung (2009) mengklaim bahwa surplus SILPA yang besar
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mungkin merupakan gejala bahwa pemerintah tidak mengelola anggaran
daerah dengan baik, oleh karena itu seharusnya kelebihan pendapatan
anggaran dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek padat
modal yang akan membantu menunda pengiriman pelayanan publik

selama tahun anggaran berjalan.

5.2 Implikasi
Berdasarkan dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan
berbagai manfaat bagi pihak-pihak lain, antara lain:

e Bagi Pemerintah

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan
sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja
modal,  sehingga  pemerintah  daerah  diharapkan lebih
mengoptimalkan dan meratakan lagi penggunaan dana alokasi
khusus tersebut untuk pembangunan daerah serta untuk silpa dapat
mengurangi angka defisit disetiap daerahnya

2. Belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah merupakan
asset yang dapat menunjang kemajuan perekonomian suatu daerah

sehingga harus menjadi prioritas utama.

5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas
pengaruh komponen pendapatan sehingga belum dapat diketahui faktor-

faktor kualitatif yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang
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1.

Dengan melihat kekurangan pada penelitian ini, diharapkan ada

penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang untuk
memperbaiki kekurangan yang ada dipenelitian ini. Berikut ini saran untuk

peneliti mendatang:

Penelitian diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi  belanja  modal

pemerintahan.

Penelitian selanjutnya dapat menggambarkan kondisi kinerja keuangan
secara riil dari setiap daerah melalui infrastruktur yang berkembang dari

setiap daerah.

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memiliki sampel yang lebih

banyak dalam penelitiannya.
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